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Abstract

Philosophically, the Lslamic legal thought that has been and is currently developing reveals a second trend of
thought. Among some Islamic law thinkers, there are Hasbull-Siddiegiey, Munawir Sadzali, Sahal
Mabfudz, Ali Yafi, Masdar F Mas'udi, Al Ghozali, Asy-Syathibi and Najmuddin ath-Thufi. In the
historical record, the existence of maslabab as an approach or method of law istinbath bas formed its own
polarization, which simplistically leads to hierarchical history of formulation of distinct and distinct concepts
related to the role of reason in it. The pattern of maslabab Najmuddin ath-Thufi is different from al-Ghazali
and Asy-Syatibi. The difference of the maslahah style of Islamic legal thinkers is strongly influenced by the
rational capacity, the socio-cultural conditions, the dimensions of space and time that surronnd it. This paper
Jfocuses the discussion on three thoughts abont Mashlababh by al-Thufi, al-Syathibiy, and al-Gazaliy with an
analytical descriptive method using a comparative study approach.

Keywords: Mashlahat, al-Ghazaly, al-Syathibiy, al-Thufiy

Abstrak

Secara filosofis, pemikiran hukum Islam yang pernah dan sedang berkembang saat ini
menampakkan kecenderungan pola pemikiran yang kedua. Diantara beberapa tokoh pemikir
hukum Islam penganut teori adabtabilitas antara lain Hasby Ash-Shiddieqicy, Munawir
Sadzali, Sahal Mahfudz, Ali Yafi, Masdar F Mas’udi, Al Ghozali, Asy-Syathibi dan
Najmuddin ath-Thufi. Dalam catatan sejarah, cksistensi maslabah sebagai pendekatan atau
metode istinbath hukum telah membentuk polarisasi tersendiri, yang secara simplistik
mengarah pada histories hirarki perumusan konsep yang khas dan berbeda, terkait peran akal
di dalamnya. Corak maslabah Najmuddin ath-Thufi berbeda dengan al-Ghazali dan Asy-
Syatibi. Perbedaan corak maslabah para pemikir hukum Islam sangat dipengaruhi oleh
kapasitas rasional, kondisi sosio-kultural, dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya.
Tulisan ini memfokuskan pembahasan kepada tiga pemikiran tentang Mashlahah oleh al-
Thufi, al-Syathibiy, dan al-Gazaliy dengan metode desktiptif analitis menggunakan
pendekatan studi komparatif.

Keyword: Mashiahat, al-Ghazaliy, al-Syathibiy, al-Thufiy
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LATAR BELAKANG
Dalam pemikiran hukum Islam dan

perubahan sosial yang merupakan salah satu
problem funfamental filsafat hukum Islam
telah terjadi dalam waktu yang cukup lama.
Polarisasi masalah ini setidaknya mengarah
pada dua kutub pandangan ekstrim; Pertama,
hukum Islam dianggap tidak mempunyai
hikmah dan illat di balik formula legal
formalnya, sebab ia adalah kehendak Tuhan.
Sementara Tuhan tidak terkait dengan dimensi

ruang dan waktu sehingga hukum Islam, yang
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merupakan bagian dari titahNya, juga bersifat
tidak terkait oleh

ataupun latar belakang sosio-kultural apa pun..

trans histories, alasan

Kalaupun “terpaksa® ada, ia tidak
mungkin bisa diketahui karena merupakan
bagian dari “misteri Ilahi“ atau kehendak
Tuhan sendiri. Itulah sebabnya akal tidak
memiliki apa-apa
memahami doktrin dalam teks-teks agama.

kemampuan selain

Kedua, hukum Islam dianggap memiliki illat,

hikmah, dan tujuan. Sebab, jika tidak, maka
berarti Tuhan menciptakan sesuatu yang sia-

Mashlahah Menurut...
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sia, sesuatu yang mustahil apa pada zat Tuhan.
Dia memberikan akal pikiran kepada manusia
supaya bisa menangkap rahasia alam dan gejala
sosial. Dengan akal pikiran, manusia dapat
memahami perputaran hukum.

Konsekwensinya, hukum Islam terikat
dengan dan harus dipahami menurut latar
belakang sosio kultural yang mengelilinginya.
Pola pemikiran pertama dikenal dengan teori
keabadian ( untuk tidak menyebut tradisional)
atau biasa disebut dengan Normativitas hukum
Islam, berasumsi dan meyakini bahwa hukum
Islam sebagai hukum yang telah ditetapkan
oleh Tuhan, tidak mungkin bisa berubah dan
dirubah sehingga tidak bisa beradaptasi dengan
perkembangan zaman. Sementara pola yang
kedua dikenal dengan teori Adaptabilitas
Hukum Islam (untuk tidak mengatakan
Modernis) justru berasumsi bahwa hukum
Islam, sebagi hukum yang diciptakan Tuhan
untuk kepentingan manusia, maka ia bukan
saja bisa beradaptasi dengan perkembangan
zaman, akan tetapi ia bisa dirubah demi
mewujudkan keMuaslahatan umat manusia.
Berdasarkan perspektif diatas, secara filosofis,
pemikiran hukum Islam yang pernah dan
sedang berkembang saat ini menampakkan
kecenderungan pola pemikiran yang kedua.
Diantara beberapa tokoh pemikir hukum
Islam penganut teori adabtabilitas antara lain
Hasby Ash-Shiddiegiey, Munawir Sadzali,
Sahal Mahfudz, Ali Yafi, Masdar F Mas’udi, Al
Ghozali, Asy-Syathibi dan Najmuddin ath-
Thufi.

Kerangka dasar pemikiran yang
mendasari lahirnya teori adaptalitas adalah
prinsip Maslahah, yang merupakan maqoshidut-
tasri’ (tujuan hukum Islam) itu sendiri.. Prinsip
ini dianggap sebagai nilai fundamental bagi
keberlangsungan hukum Islam dalam konteks
perubahan sosial, yang secara logis harus
mampu merespons setiap perubahan sosial
yang memungkinkan terwujudnya tujuan ini.
Hukum Islam tidak bisa kaku dan lamban

dalam menghadapi tuntutan zaman.
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Dalam
maslahah sebagai pendekatan atau metode

catatan  sejarah, eksistensi
istinbath hukum telah membentuk polarisasi
tersendiri, yang secara simplistik mengarah
pada histories hirarki perumusan konsep yang
khas dan berbeda, terkait peran akal di
dalamnya. Corak maslahah Najmuddin ath-
Thufi berbeda dengan al-Ghazali dan Asy-
Syatibi. Perbedaan corak maslahah para pemikir
oleh

sosio-kultural,

hukum Islam sangat dipengaruhi

kapasitas rasional, kondisi
dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya.
Menarik sekali apa yang dikatakan Louay Safi
bahwa setiap pengetahuan tidak bisa lepas dari
pra anggapan tertentu ( ilmu tidak bebas nilai-

13

Value Free ); wahyu mengandung suatu

(13

rasionalitas tertentu dan bahwa realitas
wahyu dan realitas empiris sama-sama bisa
menjadi sumber pengetahuan. Memisahkan
kebenaran keagamaan ( metafisika, wahyu )
dari wilayah ilmiyah, terutama wilayah ilmu-
ilmu sosial tentu tidak dapat dibenarkan.
Sebagai  konsekwensinya,  sumber-sumber
pengetahuan juga harus digali dari sumber
wahyu dan juga realitas empiris histories. Atas
dasar itu, kajian ini berusaha mencermati dan
mendalami pemikiran Najmuddin ath-Thufi
tentang konsep maslabah sebagai salah satu
teori istinbath hukum Islam.

Dalam tulisan ini penulis mengkaji
pemikiran Ath-Thufi, al-Ghozali, Abu Ishak

Al-Syathibi mengenai Mashlahah.

MASHIAHAH DALAM PANDANGAN
AL-GAZALI DALAM KITAB AL-
MUSTASHFA

Al-Gazali mengawali pembahasannya

dalam kitab ini dengan menyebutkan macam-
macam Maslahat dilihat dari segi dibenarkan
dan tidaknya oleh dalil syara’. la menyatakan:

s 1 5\“3\ B s 4 @uyu fsladd)
pd Ak s (ol dgt 1nds sy A
o8 BB BRI A U Ul Gy Vs Gl Y

Cp oS S 3R Gl L Glols gt
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“Maslahat dilibat dari segi dibenarkan dan tidaknya
oleh  dalil  syara’  terbagi  menjadi tiga macam:
Maslahat yang dibenarkan oleh  syara’, Maslabat
yang dibatalkan oleh syara’, dan Maslahat yang tidak
dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara
(tidak ada dalil khusus yang membenarkan atan
membatalkannya).
Adapun Maslabat yang dibenarkan oleb syara’ maka
ia  dapat dijadikan  bujjab  dan  kesimpulannya
kembali kepada giyas, yaitu mengambil hukum dari
Jiwa/ semangat  nash dan  ijma. Contohnya kita
menghukumi babwa setiap minuman dan makanan
yang memabukkan adalah haram digiyaskan kepada
khamar, karena Rkbamar itu dibaramkan untuk
memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya
(pembebanan) — hukum. — Hukum  baram  yang
ditetapkan syara’ terhadap khamar itu sebagai bukti
diperbatikannya keMaslabatan ini.
Macam ~ yang  kedna  adalah  Maslahat  yang
dibatalkan olel syara’. Contobnya seperti pendapat
sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika
melaknkan bhubungan suami  istri di - siang  hari
Ramadhan,hendaklab  puasa dua  bulan  berturut-
turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak
memerintabkan raja itn untuk memerdekakan hamba
sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, "Kalan
raja itu saya surub memerdekakan hamba sabaya,
sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan
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memerdekakan  hamba  sabaya untuk  memenubi
kebutuban syahwatnya. Maka Maslahatnya, wajib ia
berpuasa dua bulan berturnt-turnt, agar ia jera. Ini
adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-
Kitab  (dan  hadis—pen.) — dengan — Maslabat.
Membuka pintu ini akan merobab semua ketentuan-
ketentuan — hukum  Islam  dan  Nash-Nash-nya
disebabkan perubahan kondisi dan sitnasi.

Macam yang ketiga adalah Maslahat yang tidak
dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara
(tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan
atan membatalkannya). Y ang ketiga inilah yang perlu
didiskusikan (Inilab yang dikenal dengan maslababh

mursalab).

Dari uraian Al-Gazali di atas, sejalan
dengan apa yang ditulis Dr.Busyro dalam
bukunya Figh Maqashid dapat disimpulkan
bahwa Maslahat itu ada tiga:”

1. Maslahat yang dibenarkan/ditunjukan oleh

nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal
Maslahat Maslahat
dapat dibenarkan untuk

dengan it 'tabarab.
semacam  ini
menjadi pertimbangan penetapan hukum
Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas.
Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah
konsensus.

2. Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh
nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal
dengan Maslahat mulgah. Maslahat semacam
ini tidak dapat dijadikan pertimbangan
dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal
ini para pakar hukum Islam juga telah
konsensus.

3. Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil
khusus/tertentu yang membenarkan atau
menolak/menggugurkannya. Maslahat inilah
yang dikenal dengan maslabah nursalah. Para
pakar hukum Islam berbeda pendapat
apakah maslahah mursalah ita dapat dijadikan

1 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-
Ghazali at-Thusi #abgiq Muhammad Abdu Salam Abdu
Syafi, _AlMustashfaDar Al-Kutb Al-llmiyah, cet. I,
1993, 173-174

2 Busyro, Figh Magashid, (Ciputat: ADELINA
Bersaudara, 2015), 153
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pertimbangan dalam penetapan hukum

Islam ataukah tidak.

Dengan pembagian semacam itu sekaligus
dapat diketahui tentang salah satu persyaratan
maslabah  mursalah, yaitu tidak adanya dalil
tertentu/khusus  yang membatalkan atau
membenarkannya.’

Lewat pembagian itu pula Al-Gazali ingin
membedakan antara maslabah mursalah dengan
gzyas di satu sisi, dan antara maslahah mursalah
dengan maslahah mulgah di sisi lain.

Al-Gazali kemudian membagi Maslabat

dipandang dari segi kekuatan substansinya. la

menyatakan:
e U ) e G5 GE s sl
sag Jis g)l;’.-l.’é-\ 508 2 b A ohera

- ..//

ol i 2 el B ol ol

“Maslahat dilibat dari segi /ée/éﬂataﬂ substansinya
ada yang berada pada tingkatan darnrat (kebutuban
primer), ada yang berada pada tingkatan hajat
(kebutuban sekunder), dan ada pula yang berada
pada  posisi  tabsinat dan  tagyinat  (pelengkap-
penyempurna), yang tingkatannya berada di bawab
hajat.

Al-Gazali kemudian menjelaskan definisi
Maslahat:

Ca;;\wd:-upy\)\d@ud@.@w\
a/,,,a_d\ ce.sj fm.:.d\ ;,Jo— QP SU3 4 Ls/a.’ L:MJJ cgjw
T ot oo ol o G Aot
Lo G Syakis R0 saks e At anliad
WW}W’WWU‘W SEEIEN
ad 08 eds Bke 12iag G 3K (g 2l
bek 8 OV els 238 U 85 dales 3l

Asdian s
Adapun Maslahat pada dasarnya adalah ungkapan
dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi
bukan itu yang kami maksud;  sebab  menarik

manfaat dan  menolak  mudarat  adalah  tujnan
makhluk  (manusia), dan kebaikan makbluk itu

Hi

3 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum
Islam, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), 126

4 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-
Ghazali at-Thusi..... 174
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akan terwujud dengan meraih tujnan-tujnan mereka.
Yang  kami  maksud  dengan  Maslahat  ialah
memelihara tujuan syara” | bukum Islam, dan tujnan
Syara’ dari makhluk itn ada lima, yaitu memelibara
agama, jiva, akal, keturunan (ada_yang menyatakan
keturunan dan kebormatan, pen.), dan harts mereka.
Setiap yang mengandung upaya memelibara felima
hal prinsip ini disebut Maslahat, dan setup yang
menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat
dan menolaknya disebut Maslahat.”

Dari uraian Al-Gazali di atas dapat
diketahui bahwa

Maslabat menurut Al-Gazali adalah upaya

yang dimaksud dengan

memelihara tujuan hukum Islam, vyaitu
memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan
untuk memelihara tujuan hukum Islam yang
lima tersebut disebut Maslahat. Kebalikannya,
setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan
hukum Islam yang lima tersebut disebut
mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak
dan menghindarkannya disebut Maslahat.
Lebih lanjut Al-Gazali menyatakan:
o el 5 ¢ gy Gk L 081 a5

P

L300 85wl J) oW C.xm):“\ SR IRRY
B gsl oledl oy sy i S B

= J J}wb}m\ S I Lzl udd
SIS SV s e RS G P
j"" FaZ o ERCLEN uLfaiS\ PESREEE cumy\j

s s 1 o 0

“Kelima  dasar/ prinsip ini memelibaranya berada
pada tingkatan darurat. la merupakan tingkatan
Maslabat yang paling kuat/ tinggi. Contohnya seperti:

1. Keputusan syara’ untuk membunuh orang
kafir yang menyesatkan dan memberi
hukuman kepada pembuat bid’ah yang
mengajak orang lain untuk mengikuti
bid’ahnya, sebab hal ini (bila dibiarkan)
akan melenyapkan agama umat.

5 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-
Ghazali at-Thusi......174

Mashlahah Menurut...

http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhutriyah/index



ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam

2. Keputusan  gyara’  mewajibkan  gisas
(hukuman yang sama dengan kejahatannya),
sebab dengan hukuman ini jiwa manusia
akan terpelihara.

3. Kewajiban hadd karena minum minuman
keras, karena dengan sanksi ini akal akan
terpelihara; di mana akal merupakan dasar
pen-faklif-an.

sebab

dengan sanksi ini keturunan dan nasab akan

4. Kewajiban Jadd karena berzina,

terpelihara.”

5. Kewajiban memberi hukuman kepada para
penjarah dan pencuri, sebab dengan sanksi
ini harta benda yang menjadi sumber kehi-
dupan manusia itu akan terpelihara. Kelima
hal ini menjadi kebutuhan pokok mereka.’

Dalam menjelaskan  Jgjiyat,  Al-Gazali

menyatakan:
Piad i oisdi 55 g

iy B el Lo U LbeE ot

sl s 3 o) p
o)) Yl By A b e (BN Ay

Judi
“Tingkatan kedna adalah Maslahat yang berada
pada  posisi - hajat, seperti  pemberian  kekuasaan
kepada wali untuk  mengawinkan anaknya yang
masih kectl. Hal ini tidak sampai pada batas darnrat
(sangat  mendesak),  tetapi  diperlukan  untuk
memperoleh kelMaslahatan, untuk mencari kesetaraan
(kafa’ah) agar dapat dikendalikan, karena kbawatir
kalan-kalan  kesempatan  tersebut terlewatkan, dan
untuk mendapatkan kebaikan yang dibarapkan pada
masa datang’

Tentang fahsiniyat dijelaskan Al-Gazali

a0 JAadn ALl
v vl

PP I IR E

sebagai berikut:
B 3 s QY5 e ) o Y G A0 2R

-
3

A ey il Gl iy (il candd) &350
ke oalidly ois 3 matid

1

° o\

o

@ °/T :):;_S\ ,«‘ -

N
s
\

133 855 Job & 53182

6 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-
Ghazali at-Thusi..... 174

7 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-
Ghazali at-Thusi..... 175
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“Tingkatan ketiga ialah Maslabat yang tidak
kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat,
tetapi  Maslabat  itn  menempati -~ posisi  tabsin
(mempercantik), tagyin (memperindah), dan taisir
(mempermudah) — untuk  mendapatkan  beberapa
keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaif-
baik  sikap  dalam  kehidupan  sebari-hari - dan
muamalat/ pergaulan. — Contohnya — seperti  status
ketidaklayakan hamba sabaya sebagai saksi, padahal
Jatwa dan periwayatannya bisa diterima.”

Apakah semua Maslahat dengan ketiga

tingkatannya tersebut (daruriyat, hajiyat dan
tabsiniyah) dapat dijadikan pedoman dalam
penetapan hukum Islam? Dalam hal ini Al-
Gazali menjelaskan sebagai berikut :

10 eges 1S 32 Y G5 G5 g B
ol 15 2 o D) gl aste, S

P TR

A e ol By O A

z 2

—n\

“Maslahat yang berada pada dna tingkatan terakhir
(hajiyat dan  tabsiniyat) tidak  boleh  berhukum
Semata-mata  dengannya apabila  tidak  diperkuat
dengan dalil fertentn kecuali hajiyat yang berlakn
sebagaimana darurat, maka tidak janh bila ijtihad
mujtabid sampai kepadanya (hajiyat yang berlakn
sebagaimana darnrat dapat djjadikan pertimbangan
penetapan hukum Islam oleh mujtahid).”

Dari ungkapan Al-Gazali di atas dapat

ditarik kesimpulan bahwa Maslabat hajiyat dan
tabsiniyat tidak dapat dijadikan pertimbangan
dalam penetapan hukum Islam, kecuali hgjiyat
yang menempati level daruriyat, hajiyat yang
seperti itu menurutnya dapat dijadikan bujab
pertimbangan penetapan hukum Islam.
Al-Gazali
penjelasannya :

St 4 3 0 g 556 e s g i
5 50 B g gl 4 gk By o
e 4l G 31 et el 1 i 1255
34 dge Vg 5 sk Gtars s ) o)

kemudian  meneruskan

8 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-
Ghazali at-Thusi...... 170

9 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-
Ghazali at-Thusi..... 17°
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“Adapun  Maslahat yang berada pada tingkatan
darurat maka tidak janb ijtibad mujtabid untuk
melakukannya (dapat dijadikan dalil/ pertimbangan
penetapan bukum Islam) sekalipun tidak ada dalil
tertentu  yang memperkuatnya  (Itulah  maslahab
mursalah).  Contohnya  orang-orang  kafir  yang
menjadian sekelompok tawanan muslimin sebagai
perisai hidup. Bila kita tidak menyerang mereka
(untuk menghindari jatubnya korban dari tawanan
muslim), mereka akan menyerang kita, akan masnk
ke negeri kita, dan akan membunub semua kaun
muslimin.  Kalan  kita  memanah  tawanan  yang
menjadi - perisai bidup itn (agar bisa menembus
musub),  berarti  kita  membunub  muslim - yang
terpelihara darabnya yang tidak berdosa. Hal ini
tidak diketabui dalilnya dalam syara’. Bila kita
tidak menyerang, kita dan semmua kaum muslimin
akan diknasai orang kafir, kemudian mereka bunub
Semna  termasuk  para  tawanan muslin - tersebut.
Maka mujtabid boleh berpendapat, tawanan muslin
itn, dalam keadaan apapun, pasti terbunub. Dengan
demikian, memelibara semua umat Islam itu lebih
mendekati kepada tujuan syara’. Karena secara pasti
kita  mengetabui  bahwa tujnan  syara’  adalah
memperkecil angka pembunuban, sebagaimana halnya
Jalan yang mengarab itu sedapat mungkin barus
dibendung. Bila kita tidak mampn mengusabhakan
agar jalan itu bisa ditutup, kita harus manpu
memperkecil angka kematian itn. Hal ini dilaknkan
berdasarkan pertimbangan Maslabat yang diketabni
secara pasti babwa Maslabat itu menjadi tujuan
Syara’, bukan berdasarkan sunatn dalil ataw dalil
tertentu, tetapi berdasarkan beberapa dalil yang tidak
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terhitung. Namun untuk mencapai maksud tersebut
dengan cara seperti itu, yaitu membunub orang yang
tidak berdosa, merupakan sesnatn yang asing yang
tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Inilah contoh
Maslabat yang tidak diambil lewat metode qiyas
terbadap dalil tertentn. Maslabat ini dapat dibe-
narkan dengan mempertimbangkan tiga sifat, yakni
Maslabat itu statusnya darurat (bersifat primer),
qatiyat  (bersifat  pasti), dan  kulliyat  (bersifat
umum).””

Dari uraian dan contoh yang diberikan
Al-Gazali di atas dapat diketahui bahwa syarat
maslahah mursalah dapat dijadikan bujjah dalam
penetapan hukum Islam, menurut Al-Gazali,
Maslahat

darnrat, dan dalam kasus tertentu seperti yang

itu harus menduduki tingkatan
dicontohkan dan yang sejenis, Maslabat itu
selain harus daruriyat, juga harus kulliyat dan
gat’iyat.
Ttulah
difahami dari penjelasan al-Gazali dalam a/

syarat pertama yang dapat

Mustasfa berkaitan dengan ke-hujjabh-an maslabab
mursalah, yaita Maslahat itu harus menempati
level
kedudukan darurat.

Syarat lain yang harus dipenuhi selain

darurat  atau  hajat yang menempati

di atas ialah ke-Maslahat-an itu harus wula imab
(sejalan dengan tindakan syara’/ hukum Islam),
dalam a/-Mustasfa, Al-Gazali menyebutkan:

CES) G agh aptaks Bl ) A ¥ aslias 3K
N R R R P e L=
5 30 ) Sl tas it Ay g g o

s 3 et 1 B g
Setiap  Maslahat  yang  tidak  kembali  untuk
memelihara  maksud  bukum  Islam  yang  dapat
difabami  dari  al-Kitab, sunnah, dan ijma’ dan
merupakan Maslahat garibah (yang asing) yang tidak
sejalan dengan tindakan syara’ maka Maslahat itn
batal dan harus dibuang. Barang siapa berpedoman
padanya, ia  telah  menetapkan  bukum  Islam
berdasarkan hawa nafsunya, sebagaimana orang yang
menetapkan hukum Islam berdasarkan istihsan, ia

10 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-
Ghazali at-Thusi....... 175
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telalh  menetapkan  bukum  Islam  berdasarkan

7 d]{f unya. 211
Al-Gazali dalam  a/-Mustasfa  tidak

menyampaikan secara jelas bahwa &ulliyah itu
merupakan salah satu kriteria yang harus
dipenuhi bagi diterimanya mwaslahah mursalah. la
mensyaratkan kriteria Awu/liyah ini pada kasus
tertentu, yaitu masalah orang-orang kafir yang
menjadikan tawanan muslim sebagai perisai
hidup. Maslahat dalam kasus ini tidak bisa
dipandang sebagai mula’imah (sejalan dengan
tindakan syara’) kecuali apabila memenuhi tiga
syarat, yaitu qatiyah, daruriyah, dan kulliyab.
Sebab memenangkan yang
mengalahkan yang sedikit tidak
dalilnya bahwa itu dikehendaki syarz’ Ulama

banyak
terdapat

telah sepakat apabila ada dua orang dipaksa
untuk membunuh seseorang maka tidak halal
baginya untuk membunuhnya. Demikian juga,

telah tidak  halal
sekelompok umat untuk memakan daging

ulama sepakat bagi

seorang muslim lantaran kelaparan.

MASHLAHAT MENURUT
SYATIBI DALAM KITAB
MUWAFAQAAT

ASY-
AL-

dpla U6 Bnf 0% O Sl s 058 0
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“Pembebanan  syariat - kembali  kepada  magashid
penciptaan itn sendiri, dan maqashid ini tidak lebib
dari tiga pembagian, yaitu dharnriah, bajiyyah dan
tabsiniyyah. Adapun dharuriyab artinya mestilah ia
bertujuan mewujndkan kemashlahatan agama dan
dunia. Dan keseluruban persoalan dhruriyah ada 5

11 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-
Ghazali at-Thusi......179
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macam, yaitu: menjaga agama, dan diri, dan
keturunan dan harta dan akal, dan dikatakan semuna
itu merupakan tujuan semua agarvia. Dan
adapun hajiyyat artinya kebutuban terbadapnya dari
segi mengangkat kesempitan, dan adapun tahsiniyyat
artinya  mengambil  sesuatu  untuk  memperindah
kebiasaan.”

Dalam pemikiran ushul figh untuk
menjawab tantangan perubahan sosial dengan
pendekatan dan penekanan pada nilai-nilai
kemashlahatan manusia dalam setiap taklif
Allah  dikenal
pendekatan Maqashid Syariah. Pendekatan ini

yang diturunkan dengan
secara substansial sebenarnya dapat ditemukan
pada
sahabat

keputusan hukum Rasulullah, para
yang kemudian dilanjutkan oleh
generasi selanjutnya.”

Kajian Maqashid Syariah kemudian
dikembangkan secara luas dan sistematis oleh
Abu Ishaq Asy-Syatibi. Kajian mengenai hal
ini bertolak dari asumsi bahwa segenap syariat
yang diturunkan Allah senantiasa mengandung
kemashlahatan bagi hamba untuk dunia
maupun akhirat."* Asy-syatibi menggabungkan
antara #at dengan hukwm yang menjadikan
pembentukan hukum menjadi lebih dinamis,
meskipun Asy-syatibi menggunakan Mashlahah
mursalah-nya dalam penetapan hukum ketika
tidak ada nash yang mengaturnya, akan tetapi
antara

Asy-syatibi menjelaskan  perbedaan

pendapatnya  dengan  pendapat  ulama
sebelumnya seperti Najm al-din At-Thufi yang
Mashlabah  lebih

mengarah kearah liberalisme."

pendapatnya  mengenai

12 Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi
al-Gharnati terkenal sebagai Asy-Syatibi, Al-Muwafaqaat,
(Daar Ibn Affan, 1997) juz I 17-22

13 Nasrun Rusli, Konsep Ljtibad Asy-Syaukani (
Jakarta : Logos, 1999), 41-42

4 Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi
al-Gharnati  terkenal  sebagai  Asy-Syatibi,  Al-
Muwafaqaat..... 4

15 Asep Saepudin Jahar, Albid‘ah versus al-
mashlabalh ~ Al-mursalah and al-istibsan: Al-syathibi’s legal
framework, Jurnal Abkam, Vol XII, (September, 2014),
6
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Magqashid
substansial

Syariah secara

yang
mengandung  kemashlahatan
menurut Asy-Syatibi, dapat dilihat dari dua
sudut pandang. Pertama Maqashid Asy-
Syaari’(tujuan Tuhan) dan kedua Maqashid Al-
mukallaf (tujuan Mukallaf).

Dilihat

magqashid syariah mengandung empat aspek,

dari sudut tujuan tuhan,

yaitu :

S IS AN g 3 L A A e S

Gazg (3 odiad 34 Hag ol Galog (3 slad 33

&2 ‘/Mw I ‘-Jﬁ;é é 9.;\.:93 %@:; :)'fj (BL2tag :y,/ ./,4.\1.' ”/<§J4

Tujuan dari syari’ menetapkan syariat

. Penetapan syriat yang harus dipahami

3. Penetapan syariat sebagai hukum taklifi yang
harus dilaksanakan

4. Penetapan syariat untuk  membawa manusia
kebawah lindungan hukum'®

Dengan  demikian,

N

Tuhan
menetapkan suatu syariat bagi manusia adalah
Untuk itu,

Tuhan menuntut agar manusia memahami dan

tujuan
untuk kemashlahatan manusia.

melaksanakan syariat  sesuai  dengan

kemampuannya. Dengan memahami dan
melaksanakan syariat, manusia akan terlindungi
di dalam hidupnya dari segala kekacauan yang
ditimbulkan oleh hawa nafsu.

Adapun tujuan syariat yang ditinjau
dari sudut tujuan mukallaf ialah agar setiap
mukallaf mematuhi keempat tujuan syariat
yang digariskan oleh syara diatas schingga

tercapai  tujuan  mulia  syriat,  yakni

kemashlahatan manusia di dunia dan di
akhirat."”

Dalam pandangan Khalid Masud,
Asy-Syatibi

identik dengan “perlindungan kepentingan”

Mashlahah  dalam  pandangan

entah dengan cara positif. Misalnya, ketika
demi memelihara eksistensi mashalih, syariah

16 Tbrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi
al-Gharnati sebagai  Asy-Syatibi, Al
Muwafaqaat..... 8

7 Dadang Kahmad,  Hukum Islam dalam
Perubaban Sosial, Bandung : Pustaka Setia, 2010), 50-51

terkenal
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untuk
mashalih
tersebut, syariat mengambil tindakan-tindakan

mengambil tindakan-tindakan

menopang  landasan-landasan
untuk melenyapkan unsur apapun yang secara
aktual atau potensial merusak mashalih.'®
Syatibi
mashalih menjadi yang bersifat dharuriyat atau

membagi  maqashid  atau
mesti, hajiyyat atau diperlukan dan tahsiniyat
atau pujian. Klasifikasi ini didasarkan pada
tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya.
Urgensi urutan peringkat ini akan terlihat

manakala terjadi kontradiksi kemashlahatan

antar peringkat tersebut. Dalam hal ini
peringkat  dharuriyyat menenpati  urutan
pertama, disusul oleh peringkat hajiyyat,
kemudian peringkat tahsuniyyat.

Dalam arti lain, peringkat ketiga
menyempurnakan  peringkat kedua dan
peringkat  kedua  melengkapi  peringkat

pertama. Memelihara kelompok dharuriyyat
maksudnya adalah memelihara kebutuhan-
kebutuhan yang bersifat esensial bagi
kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial
akal,

keturunan dan harta. Pemeliharaan ini berlaku

itu adalah memlihara agama, jiwa,

dalam batas jangka sampai terancam eksistensi
Jika  kebutuhan-
kebutuhan yang bersifat esensialitu tidak
berakibat
eksistensi kelima hal pokok tersebut."’

kelima pokok tersebut.

terpenuhi, akan terancamnya

Menurut Asy-Syatibi, para ulama telah
menyatakan bahwa kelima prinsip ini telah
diterima secara universal. Dalam menganalisis
tujuan-tujuan kewajiban syari, kita temukan
bahwa syariah juga memandang kelima hal
tersebut sebagai tujuan pokok (legal objective).
Kemudian kewajiban-kewajiban bisa
dibagi
perlindungan yang positif dan preventif. Yang

syari

dalam sudut pandang cara-cara

termasuk kedalan kelompok cara yang positif

18 Muhammad Khalid Masud, Filsafar Hukum
Islam, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka,
1996), 244

19 Muhammad Khalid Masud, Filsafat Hukum
Isiam, terj. Ahsin Muhammad, ...... hal 244-246
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adalah ibadat, adat serta muamalat, dan yang
termasuk kedalam kelompok preventif adalah

jinayat.”

MASHIAHAH MENURUT
NAJMUDDIN AT-THUFI
Kata “maslabal” diambil dari as-Salah

(kebaikan, validitas
kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada

keguanaan, dan
dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan
tujuan atau sasaran yang dimaksudkan. Seperti
pena berada pada bentuknya yang paling tepat
ketika dipakai untuk menulis.”’ Maslahah bisa

berarti menarik manfaat dan menolak
madhorot.”  Definisi  maslahah  menurut
kebiasaan yang diterima adalah factor

penyebab yang membawa kepada kebaikan
dan kemanfaatan. Sedang definisi menurut
adalah yang
mengantarkan pada maksud pembuat hukum

Syara’ factor  penyebab
dalam masalah-masalah ibadah, maupun adat
kebiasaan. Maslahah ada dua, yaitu yang
diuraikan oleh pembuat hukum demi dirinya
sendiri, seperti ibadah dan yang dimaksudkan
oleh pembuat hukum demi kemanfaatan
makhlukNya dan pengaturan urusan-urusan
mereka seperti adapt kebiasaan.”

Dalam rangka kebebasan berpikir
untuk mencari kebenaran tersebut, al-Thufi
tidak saja mempelajari berbagai kitab dalam
mazhab sunni, tetapi juga banyak mempelajari
literatur-literatur Syi’ah di zamannya. Ketika
itu dikhotomi Sunni-Syi’a h sangat kuat, tetapi
al-Thufi tidak terpengaruh dengan dikhotomi
tersebut. Dalam sejarah bahwa al-Thufi pernah
terpengaruh dan menganut madzhab syi’ah.

Namun ternyata dari beberapa karya tulisnya

20 Muhammad Khalid Masud, Filsafar Hukunm
Islam, terj. Ahsin Muhammad, .....hal 247

2, Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri,
Dekonstrukesi Sumber Hukum Lsiam Pemikiran Huknmr Najm
ad-Din Thufi, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2004), 101

22 Najmuddin Al-Thufi, Syarh al-Arba’in an-
Nawawiyah, (Kairo; Dar al-Fikr)101

23 Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri,
Dekonstrukesi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm
ad-Din Thuf,....101
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menunjukkan bahwa ia jauh dari pengikut

kaum syi’ah, karena menolak beberapa

pendapat syi’ah, karena dinilai kaum syi’ah
sangat berpegang pada hadits-hadits versi
mereka sendiri,

yang mana propaganda-

propagand  partai mereka selama masa
Abbassiyah sama-sama dinisbatkan kepada
Nabi, termasuk hal-hal yang bertentangan
akal

universal al-Qur’an.** Tetapi sampai pada akhir

dengan pikiran dan prinsip-prinsip
hayatnya ath-Thufi tetap penganut madzhab
Hanbali.
intelektual al-Thufi yang terbiasa berpikir
bebas tidak pernah terhenti.”
Najmuddin
tentang  maslahah  bertolak  dari

Namun  demikian, pemikiran

ath-Thufi
konsep

Pandangan

magqoshid asy-syari’ah yang menegaskan bahwa

hukum  Islam itu  disyari’atkan  untuk

keMaslahatan
universal. Pembahasannya tentang maslabah
bertolak dari hadits Rasulullah SAW :

< -
£ 0%
-

CET :J6 sfa
N O R PR

Sz V5 55 Vo o o o Lo Jsts J6
“Tidak boleh memudbaratkan dan tidak boleh pula

dimudbarattan’™

Menurutnya inti dari seluruh ajaran

mewujudkan kemanusiaan

"h/

islam yang termuat dalam nas adalah Mashlahah
(kemashlahatan)
Karenanya,

bagi  umat  manusia.
seluruh  bentuk kemashlahatan
disyariatkan dan kemashlahatan itu tidak perlu
mendapatkan dukungan dari nas, baik oleh nas
tertentu maupun oleh makna yang terkandung
oleh sejumlah nas. Mashlahah, menurutnya,
merupakan dalil paling kuat yang secara
dijadikan
menetukan hukum gyara’.

mandiri  dapat alasan  dalam
Pandangan al-Tufi tentang Mashlahah
berasal dari pembahasan (syarah) hadits

nomor 32 hadits Arba’in Nawawi, yang

2 Mushtafa Zaid, a/-Mashlaha Filasyri Al-Islami
wa Najmuddin At-Thufs, ... 127-132

%5 Nasrun Haroen, Ushul Figh 1,....125

20Ibnu Majah Abu Abdillah, Sunan Ibnu Majab,
(Darul Thya Al-Kutub Al-Arabiyah,tth), Juz II, 784
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berbunyi /a darira wa li dirdra, yang artinya
jangan menyebabkan bahaya atau kerugian
pada orang lain, dan jangan membalas suatu
kerugian dengan kerugian lainnya. Bahasan
al-Thufi mengenai hadits no 32 tersebut
dikutip
bersumber dari bahasan Syaikh Kamaluddin

secara utuh dan lengkap vyang

al-Qasimi seorang ulama Damaskus yang
telah berupaya memisahkan bahasan al-Tufi
hadist

menukilkannya sebagai risalah tersendiri. Ia

dalam tersebut, kemudian
juga berperan sebagai pensyarah di dalam
risalah tersebut dalam hal-hal yang memang
memerlukan ulasan, ia juga memberikan
komentar secukupnya. Kemudian majalah
al- Manar No.IX/10, oktober 1906 memuat
risalah berikut syarahnya secara lengkap.”’
Pandang At-Thufi

bertentangan dengan paham yang dianut

tersebut  sangat
mayoritas ulama ushul figh di zamannya.
Menurut ulama ushul ketika itu, Mashlahah
betapapun bentuknya haris mendapatkan
dukungan dari syara, baik melalui nas tertentu
maupun melalui makna yang dikandung oleh
sejumlah nas. Pandangnnya tentang Mashlahab
inilah yang menyebabkan ia terasing dari para
ushul di Akan
pemikirannya tentang Mashlahah ini banyak
dikaji dan

sesudahnya.”

ulama zamannya. tetapi,

dianalisis para ulama ushul

Menurut Najmuddin At-Thufi,
Mashlahah merupakan hujjah terkuat yang
dapat  dijadikan

landasan hukum. Ia tidak membagi Mashiahah

secara  mandiri sebagai
sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur
ulama. Ada empat prinsip yang dianut At-
Thufi tentang Mashlahah yang menyebabkan
pandangannya berbeda dengan jumhur ulama,

: 29
yaitu :

27 1daul Hasanah, Konsep Mashlaah Najamuddin
AFThufi Dan Implementasinya, Jurnal Ulumnddin, Vol 7,
No. 1 (2011), 3

28 Nasrun Haroen, Ushul Figh 1,...125-126

2 Husein Hamid Hasan, Nagariyyah al-
Maslahal fi al-Figh al-Islami, (Kairo; Dar al-Nahdhah
al_’Arabiyah), 529-568
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1. Akal bebas mentukan kemashlahatan dan
kemafsadatan (kemudharatan), khusunya
dalam bidang muamalah dan adat. Untuk
menentukan sesuatu termasuk mengenai
kemashlahatan atau kemudharatan cukup
dengan akal. Pandangan ini berbeda
dengan jumhur ulama yang mengatakan
bahwa
kemudharatan itu dapat dicapai dengan
akal,
mendapatkan dukungan dari nas atau

sekalipun  kemashlahatan dan

namun kemashlahatan itu harus

fjma’, baik bentuk, sifat maupun jenisnya.

2. Mashlahah merupkan dalil mandiri dalam
menetapkan hukum. Oleh sebab itu,
Mashlahah  tidak

pendukung, karena

untuk  kehujjahan
dalil

Mashlabah itu didasarkan kepada pendapat

diperlukan

akal semata.

3. Mashlahah hannya berlaku dalam masalah
muamalah dan adat kebiasaan, adapun
dalam masalah ibadah atau ukuran-ukuran
yang ditetapkan syara;, seperti shalat
dzuhur empat rakaat, puasa selam satu
bulan, dan tawaf itu dilakukan tujuh kali,
tidak termasuk objek Mashlahah, karena
masalah-masalah seperti ini merupakan
hak Allah semata.

4. Merupakan dalil syara’ paling kuat. Olrh
sebab itu, ia juga mengatakan apabila nash
atau ijma’ bertentangan dengan Mashlahah
maka didahulukan Mashlahah dengan cara
takhsis nash ( pengkhususan hukum) dan
bayan ( Perincian atau penjelasan).”

Ada yang

dikemukakan oleh al-Thufi dalam mendukung

beberapa alasan

pendapatnya itu:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah
ayat 179.

0kl 3800 Yl Ul 6B et 205
“Dan  dalam  gisash itu ada
kelangsungan) hidup bagimn”
2. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah
ayat 38.

( jaminan

30 Nasrun Haroen, Ushul Figh 1,...126
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“Lelaki yang mencuri dan  perempuan yang
mencuri, potonglah tangan kednanya ( sebagai)
pembalasan dari apa yang mereka kerjakan”

3. Firman Allah SWT dalam surat An-Nur

ayat 2.
sl Bl gl 15 98710050 s 2500

“Perempuan yang berzina dan perempuan yang
bergina, maka deralah tiap-tiap seorang dari
kednanya seretus kali dera”

Menurut Al Thufi, semua ayat ini

keMaslahatan
manusia, yaitu jiwa, harta dan kehormatan

mengandung  pemeliharaan

mereka. Oleh sebab itu, tidak satupun ayat

yang tidak mengandung dan membawa

kemashlahatan bagi manusia.”’

4. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam
Bukhari.
B of e QU6 Gt Gt g 1 B s
D 3sts 8 e D o b o 22 2 2
SRR N CE P C [
“Seseorang jangan membeli barang yang telah
ditawar oleh orang lain dan jangan pula orang
kota ( para pedagang ) membeli barang dengannya
dengan mendatangi para petani desa, ( HR.

Bukhari)™

Larangan-larangan Rasulullah dalam
hadist ini, menurut Al-thufi, dimaksudkan
kemashlahatan umat. Larangan membeli
barang yang telah di tawar orang lain adalah
untuk memelihara kemashlahatan penawar
barang pertama: larangan mendatangi petani
ke desa untuk membeli komoditi mereka
adalah untuk memelihara kemashlahatan para
petani desa dari kemungkinan terjadinya
penipuan harga, dan larangan menikahi wanita
sekaligus bibinya, juga untuk memelihara
kemashalahat istri dan keluarga. Oleh sebab
itu, menurut Al-Thufi, pada dasarnya baik

firman Allah maupun hadist Nabi bertujuan

31 Nasrun Haroen, Ushu! Figh 1,...126-127
32 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahib
AlEFBukhari, Daar Thuq An-najah), Juz II, 71
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manusia.
Mashlahah
landasan hukum tidak diragukan lagi dan bisa
dijadikan dalil mandiri. *’

untuk  kemashlahatan Dengan

demikian, keberadaan sebagai

KESIMPULAN
Imam al-Gazali memandang waslabah-

mur-salah sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri
(tidak terlepas dari al-Qur’an, hadis dan za).
Al-Thufi membangun pokok-pokok
pikirannya dalam bidang Mashlahah atas empat
asas, yaitu: pertama, bahwa akal semata dapat
menemukan dan  membedakan  antara
Mashlabah dengan mafsadat. Maksudnya, akal
semata tanpa harus melalui wahyu dapat
mengetahui kebatkan dan keburukan yang
diperlukan oleh umat manusia dan ini hanya
dalam bidang muamalah dan adat istiadat saja,
tidak dalam bidang ibadah. Kedua, Mashlahah
adalah  dalil
menetapkan

yang berdiri sendiri dalam

hukum, ia  terlepas  dari
ketergantungan pada petunjuk nash, cukup
pada hukum adat semata. Ketiga, lapangan
operasional adala muamalat dan adat, bukan
dalam  bidang ibadah dan muqadarah.
Keempat, Mashlahah adalah dalil hukum yang
paling kuat. Asas ini adalah dasar yang paling
penting dalam melandasi teori Mashlabah al-
Thufi ini.

Tetapi terdapat sanggahan dari Wael B.
Hallaq mengenai konsep Mashlahah Thuti di
bahwa

mahlahah yang menjadi sumber hukum di

atas dengan keterangan konsep
bawah al-Quran dan al-Sunnah tidak mungkin
mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang
ada dalam nash tersebut dengan pertimbangan
suatu kemashlahatan. Pada dasarnya, al-Thufi
hanya mengambil pegangan hukum melalui
sebuah  Hadits

waladbirar” atau “‘jangan membnat babhaya atau

yang betrbunyi “/adbarara
membalas babaya dengan yang serupa”. Sehingga
kedudukan sebuah hukum hanya berpatokan
pada ada tidaknya suatu keMaslahatan.

3 Nasrun Haroen, Ushul Figh 1,.....127-128
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Menurut al-Syatibi,
sebagaimana dikutip oleh Fauzi, bahwa dalam
menentukan suatu hukum dengan
menggunakan teori Mashlabah disyaratkan:
pertama, perbuatan didasarkan pada niat.
Magqasid itu dijadikan sebuah pertimbangan
dalam sebuah tindakan, baik berkaitan dengan
ibadat ataupun adat. Kedua, tuntutan kepada
mukallaf untuk menyesuaikan dengan qasd
Syart’. Allah sebagai al-Syari’ menghendaki
agar qasd seorang hamba sesuai dengan apa
yang telah ditetapkannya. Ketiga, setiap
perbuatan yang tidak sejalan dangan qasd
Syari’ dianggap batal.

Bahrul Hamdi 230 Mashlahah Menurut...
http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhutriyah/index



eISSN: 2549-4198

ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam PISSN: 2549-3809

Vol. 02, No. 02., Juli-Desember 2017

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdillah, Ibnu Abu Majah, Sunan Ibnu Majah, Darul Thya Al-Kutub Al-Arabiyah,tthal-Amiri,
Abdallah M. Al-Husayn, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din
Thufz, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2004

Al-Amiri, Abdallah M. Al-Husayn, Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, Shahih Al-Bukhari, Daar Thuq An-najah

At-Thusi, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali 7zhgig Muhammad Abdu Salam
Abdu Syafi, A/~-Mustashfa, Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyah

Al-Gharnati, Ibrahim bin Musa bin Muhammad lakhmi terkenal sebagai Asy-Syatibi, Al-
Muwafagaat, Daar Ibn Affan, 1997

Al-Thufi, Najmuddin, Syarh al-Arba’in an-Nawawiyah, Kairo; Dar al-Fikr
Busyro, Figh Magashid, Ciputat: ADELINA Bersaudara, 2015

Hasan, Husein Hamid, Nazariyyah al-Maslahab [i al-Figh al-Islami, Kairo; Dar al-Nahdhah
al_’Arabiyah

Idaul Hasanah, Konsep Mashlahah Najamuddin Al-Thufi Dan Implementasinya, Jurnal Ulnnnddin, Vol
7,No. 1, 2011

Jahar, Asep Saepudin, Al-bid‘ah versus al-Mashlahah  Al-mursalah and al-Istissan: Al-
syathib1’s legal framework, Jurnal Ahkam, Vol XII, September, 2014

Khalaf, Abdul Wahab, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Jakarta, Raja Gratindo Persada, 1996

Masud, Muhammad Khalid, Filsafat Hukum Islam, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka,
1996

Rusli, Nasrun, Konsep jtibad Asy-Syankani, Jakarta : Logos, 1999

Bahrul Hamdi 231 Mashlahah Menurut...
http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhutriyah/index



